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};1. Nama Pasal 2 Pasal 2 Mengingat beberapa
(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas semua penyelenggaraan | Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas semua penyelenggaraan | ketentuan dalam Perda Kab.
Reklame. Reklame. Tebo No. 10 Tahun 2018
lntule katontuan tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah belum sesuai
dengan UU No. 28 Tahun
2009 dan PP No. 55 Tahun
2016, maka dalam Pasal 2
ayat (2) dihapus dan dalam
Raperda ini ditambahkan
pasal-pasal yang terkait
dengan pemungutan pajak.
2. | Objek Pasal 3 Pasal 3 Pengecualian objek Pajak

(1) Objek Pajak Rekiame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2} Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b.

reklame papan/billboard/videotron/megatron, necn box, neon sign dan
sejenisnya

Reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk spanduk, umbul —
umbul, baliho, vertikal banner, layar dan sejenisnya

Reklame branding dalam bentuk pemasangan atau pengecatan pada
gerobak dan kios-kios/outlet lainnya yang bersifat tidak permanen

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame,
(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b.

reklame papan/billboard/videotron/megatron, neon box, neon sign dan
sejenisnya

Reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk spanduk, umbul -
umbui, baliho, vertikal banner, layar dan sejenisnya

Reklame branding dalam bentuk pemasangan atau pengecatan pada
gerobak dan kios-kios/outlet lainnya yang bersifat tidak permanen

. reklame melekat, stiker;

Reklame disesuaikan dengan
UU No. 28 Tahun 2009.

d. reklame melekat, stiker; d

e. reklame selebaran; e. reklame selebaran;

f. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

g. reklame udara; g. reklame udara;

h. reklame apung; h. reklame apung;

i. reklame suara; i. reklame suara;

j._reklame film/slide; dan j. reklame film/slide; dan A |
=




k. reklame peragaan.
(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
a. reklame yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah;
b. penyelenggaraan reklame melalui intemet, televisi, radio, warta harian,
warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
c. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang
berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
é nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut,

e. penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat
ibadah dan tempat panti asuhan.

g. diselenggaraakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat,
perwakilan PBB serta badan-badan khusunya badan-badan atau lembaga
organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.
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k.

reklame peragaan.

{3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :

a.
b.

C.

reklame yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah;
penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian,
warta mingguan, warla bulanan, dan sejenisnya;

label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,
yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

nama pengenal ussha atau profesi yang dipasang melekat pada
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha alau profesi tersebut;
penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat
ibadah dan tempat panti asuhan.

. diselenggaraakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat,

perwakilan PBB serta badan-badan khusunya badan-badan atau
lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

Telah sesuai dengan UU No.

Subjek Pasal 4 -
Subijek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 28 Tahun 2009.
Reklame.
Pasal & 2 Telah sesuai dengan UU No.
(1) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang 28 Tahun 2009.
menyelenggarakan Reklame.
{2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi
atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga
tersebut menjadi Waijib Pajak Reklame.
Dasar Pengenaan Pasal 6 - Telah sesuai dengan UU No.

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
(2) NSR sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur sebagai berikut :
a. Reklame vyang diselenggarakan pihak ketign, NSR ditetapkan
berdasarkan nilai kontrak/nilai sewa reklame.
b. Reklame yang diselenggarakan sendii, NSR dihitung dengan
memperhatikan faktor-faktor :

28 Tahun 2009.
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. jenis;

. bahan yang digunakan,

. lokasi penempatan;

waktu;

. jangka waktu penyelenggaraan;

. jumiah, dan
7. ukuran media reklame

c. Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud huruf a tidak diketahui dan/atau
dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor
sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 7

(1) NSR untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan (indoor) dihitung dan
ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NSR sebagaimana
dimaksud pasal 6 ayat (2).

(2) NSR untuk penyelenggaraan reklame rokok dan minuman beralkohal
dikenakan tambahan 20% (dua puluh persen) dari hasil perhitungan NSR
sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2).

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2008.

Telah sesuai dengan UU No,

Tarif Pasal 8
Tarif Pajak Relame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). 28 Tahun 2009.
Cara Penghitungan Pajak | Pasal 9 - Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

(2) Penghitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Wilayah Pemungutan

Pasal 10
Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tebo.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

Masa Pajak

Dihapus.

Pajak Reklame adalah pajak
yang dipungut berdasarkan
penetapan Kepala Daerah
(official assessment),
sehingga tidak periu
pengaturan masa pajak.

Penetapan

Pasal 12 .
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame
atau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Telah sesuai dengan UU No,
28 Tahun 2009.
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10.

Tata Cara Pembayaran
dan Penagihan

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

Pasal aa

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri
dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPOP ke instansi terkait
yang wilayah kerjanya meliputi tempat finggal atau kedudukan usaha Waijib
Pajak.

(2) SPOP harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di
instansi terkait.

(3) SPOP harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan
wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau
Kuasanya, serta menyampaikannya ke instansi terkait.

(4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan
menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh
Daerah.

(6) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, penerbitan dan penghapusan NPWPD
diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Pajak

Pasal bb

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan
SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal aa dengan menggunakan
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD
atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh
atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal aa.

{3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Karcis.

{4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SKPD

. Ditambahkan Bab baru

yang mengatur
pemungutan pajak, sesuai
dengan UU No. 28 Tahun
2009 dan PP 55 Tahun
2016.

. Pajak Reklame termasuk

dalam jenis pajak yang
dipungut berdasarkan
penetapan Kepala Daerah
(official assessment).
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atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal cc

{1) Setiap Wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SKPD atau
dokumnen lain yang dipersamakan.

(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD.

(3) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.

(4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SSPD
diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengangsuran dan Penundaan Pajak

Pasal dd

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat
memberikan persetujuan unfuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

(2) Ketentuan Ilebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat
pembayaran, persyaratan angsuran dan persyaratan penundaan
pembayaran Pajak diatur dalam Peraturan Bupafi.

BAB IV
PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal ee
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
a. Pajak terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang
tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
b. Waijib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.
(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,
berupa pokok Pajak yang fidak atau kurang dibayar ditambah dengan
pemberian sanksi_administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
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setiap bulan.
(3) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam

Peraturan Bupati.

Pasal ff

(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding.

(2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.

(3) Surat Teguran paling sedikit memuat :
a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
b. besarnya ufang pajak;
¢. perintah untuk membayar; dan
d. jangka wakiu pelunasan utang pajak.

(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dalam Peraturan
Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal gg
Pajak yang terutang dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumiah Pajak
yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30
{tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua
Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal hh
(1) Penagihan Pajak dapat dilakukan sekefika dan sekaligus tanpa menunggu
tanggal jatuh tempo Surat Teguran, apabila :

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu;

b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang
dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan
kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan
membubarkan Badan Usahanya dan/atau menggabungkan usahanya;

d. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
memekarkan usahanya dan/atau memindahtangankan perusahaan yang




dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnyz;
e. Badan usaha akan dibubarkan cleh Negara; atau
f. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak cleh
pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat :
a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
b. besarnya utang Pajak;
¢. perintah untuk membayar; dan
d. saat pelunasan Pajak.
(3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum
penerbitan Surat Paksa.
(4) Tata cara penagihan seketika dan sekaligus diatur dalam Peraturan Bupati
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penagihan dengan Surat Paksa, Penyitaan, dan Pelelangan

Pasal i
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak
atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan
Surat Paksa.
(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila:
a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak fidak melunasi utang pajak dan
kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
b. terhadap Waiib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus; atau
c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau
penundaan pembayaran pajak.
(3) Tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Peraturan
Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal jj

(1) Pejabat berwenang dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan dalam hal utang pajak ftidak diunasi Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa.

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh
paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia,
dikenal oleh Jurusita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.




(3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak Daerah membuat Berita
Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah,
Waijib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

(4) Tata cara penyitaan diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal kk

(1) Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang
yang disita melalui Kanter Lelang dalam hal utang Pajak danfatau biaya
penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan.

(2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo
rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal
pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelelangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

11.

Kedaluwarsa

BAB Vil
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal Il

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali

apabila Waijib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun
tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf &, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak

tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai ufang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

2
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Ditambah 1 (satu) bab yang
mengatur kedaluwarsa
penagihan, sesuai dengan
UU No. 28 Tahun 2009 dan
PP 55 Tahun 2016,
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Pasal mm
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang
sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

12,

Sanksi Administratif dan
Pidana

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal ae

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Gubemur yang karena kealpaannya
tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun danfatau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00
(empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Gubernur yang dengan sengaja tidak
memenuhi  kewajibannya atau sesecrang yang menyebabkan fidak
dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ......
ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau
Badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan findak pidana pengaduan.

Pasal ai
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ae merupakan penerimaan negara.

Ditambah 1 (salu) bab yang
mengatur ketentuan pidana,
sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009 dan PP 55
Tahun 2016.

13.

Tanggal Mulai

Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal $Jansar-2040.

Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 14 disempumakan.

14.

Berlakunya.

Lain-lain

Pasal 13

(1) Terhadap Pajak Reklame yang terutang dalam masa pajak yang berakhir

sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku ketentuan Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
(2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan,

maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan daerah ini.

Telah sesuai dengan UU No,
28 Tahun 2009,

*



BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal nn

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
a. SKPDLB;

b. SKPDN;
c. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat digjukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3)dan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat
Keberatan, sehingga tidak diperfimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat Keberatan melalui pos tercatat
sebagai tanda bukti penerimaan surat Keberatan.

{7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal oo

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan
keputusan atas Keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
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Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

(4) Dalam hal Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal pp

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan
dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.

(3) Pengajuan pemmohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
pajak sampai dengan 1 (safu)bulan sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permchonan banding, sanksi
administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal qq ayat (4) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal qq

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib
Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara
tertulis dan ditandatangani, dengan paling kurang memuat :
a. bukti setoran Pajak;
b. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran Pajak; dan
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¢. perhitungan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak.

(3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk
mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.

(4) Bupati dalam jangka wakiu paling lama 12 (dua belas)bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan
SKPDLEB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah

dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan

SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak

daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan

untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), dilakukan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

(8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
jangka wakfu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

pembayaran pajak.

(6

—

Pasal m
(1) Atas Kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan

dan putusan banding, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

(2) Terhadap kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

(3) Berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) atau berdasarkan keputusan keberatan atau berdasarkan salinan putusan
banding dar Pengadilan Pajak, Bupati menerbitkan SKPDLB dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan unfuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak
bulan pelunasan yang menyebabkan ferdapatnya kelebihan pembayaran,
sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(4) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dikompensasikan denganjenis  pajak yang sama, atau langsung
diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak Daerah lainnya.

12



Pasal ss
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
pajak berikut imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal
... diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal tt
(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajb Pajak, dapat

membetulkan SKPD atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan fulis danfatau kesalahan hitung dan/atau

kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan

Daerah.

(2) Bupati dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut perafuran perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB
yang tidak benar;

c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan

d. mengurangkan ketetapan pajak ferutang berdasarkan perimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Ditambah 1 (satu) bab yang
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BAB XIi
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal uu

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omset serta tata cara
pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

Ditambah 1 (satu) bab yang
mengatur Pembukuan dan
Pemeriksaan, sesuai dengan
UU No. 28 Tahun 2009 dan
PP 55 Tahun 2016.
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dalam Peraturan Bupati.

Pasal w
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerzh dalam
rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Waijib Pajak yang diperiksa waijib;

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

¢. memberikan keterangan yang diperiukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dalam

Peraturan Bupati.

BAB XIIl
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal ww '
(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan
Pajak paling banyak ....% (........ccocc... persen) dari pokok Pajak.

(2) Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan secara feriulis dengan paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat Wajib Pajak;
b. jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon; dan
c. alasanyang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak.

Pasal xx
(1) Bupati dapat memberikan keringanan pajak paling banyak
Y (U persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok Pajak.

(2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diberikan
berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.

Pasal yy

(1) Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak kepada Wajib Pajak atau
terhadap objek pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.

(2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.

(3) Bupati dapat memberikan pengurangan pajak sebagai insentif dalam rangka
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mendorong investor baru di kawasan investasi.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan,
keringanan, dan pembebasan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal zz

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberikan insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu. '

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mefalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Bupati.

Ditambah 1 (satu) bab yang
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BAB XV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal ab

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beraku juga terhadap
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan
ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli

dalam sidang pengadilan; dan

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan

keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada

pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga

ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
memperiihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada
pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata atas permintaan_hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan

(4

=
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Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan bukti tertulis dan
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan
yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdatayang
bersangkutan, dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XVi
PENYIDIKAN

Pasal ac

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan informasi, data, laporan dan
pengaduan, dapatmelakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum
dilakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal ad

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

-| (3) - Wewenang Penyidik-sebagaimana dimaksud-pada ayat (1) adalah- ----

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan findak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memerksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
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pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti fersebut;

f. meminta bantuan fenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindakan pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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